PEMERINTAH KABU?ATEN DAERAH TINGKAT il
BLORA

PERATURAGN DAERAH KABUPATEN DAER:H TINGKET II BLORA
NGMOR 2 TAHUN 1999

 TENTANG
RETRIBUSI TZIN TRAYEK
OENGAN RAOHMAT TUHAN YANR MAHA EIA
BUPATI KEPALA CAERAH TINGKAT [ BLORA

‘i. Menimbang * &. bahwa dengan  telah  ditetapkannva  Peraturan
N FPemerintah Nomor 20 Tahun 1997 sebagai pelaksanaan
darli Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dasran dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Owersh Tingkat II Blora tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Oaerah perlu dizsesuaikan;

. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana
dimaksud hwuf & i atas, perlu disusun dan
gitetaphkan Peraturan Daerah Kabupaten Daearah
Tingkat II Blora tentang Retribusi Izin Trayek.

Mengingat * L. Undang -  undang “Nomor 13 Tahun L1950 tentang
' Pembentukan Gaerah-daerah Kabupaten PDalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tenganh (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950):

2. Undang-undang - Nomor 5 Tahun 1574 tentang  Pokok-

-~ pokok Pamerintahan 0i Oaerah (l.ambaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037):

dlbi.

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1580 tentang Jalan
(Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 83, Tambahan L.embaran Hegara Republik Indone-—
sia Nomor 3186):

4. Undang-undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republilk Indonesia
Tahun 198L Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-undang . Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 4, Tambahan l.embaran
Negara Rapublik Indonesie Nomor 3480):

6. Undang-undang . Nolmor 18 Tahuiy 1?97 tentang Pajak
Oaerah Dan Retribusi . Daerah : ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997/ Nomor 4L, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inddnesia¥Nomor 3685);
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7. Pergturan  Pemerintan pomor & Tanun
Panveranan Sebagian Urusan Pamssintoh
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Ia, Pgraturan Henteri Dalam Negori Nomor L iiun
teantang Parubahan Peraturan Marpieri Dalam  Hec :
Homer 3 Tahun 1994 te=rtany
Pendapatan Oan Belanja Dasrahn:

FLAkRGIAT SINggaTan

6 L. Keputusan HMenterd Dalzw Megerl mowor o4 Tapup e
= tentang Rerntuk  Poraturan Gasrah Dan Peraturan
Gacrab Perubahan:

lo. hgputusan Menterl Dalam Negeri Momor 171 Tahun Ly97
tentany Prosedur Pengesanan Perdaturan taarah
tantang Pajak Dan Retribusi Daerah.

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Momor 174 Tahun 19%7
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Oaerah:

14, keputusan Menteri Dalam Negeri MNomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan DI Bidang Retribusi
Oaerah;

L300 Keputusan Mentsird Dalam Negeri Nomor 4% Tahun 1998
tentang Tata MNaskah Qinas 0i Lingkungan Pemerintah
habupatan/Kotamadya Caerah Tingkat I1: '




Q0. Keputusan Menteri QOalam Negeri Momor 1%9 Tahun_l99§
tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi
Caerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II:
21. Peraturan Daerah Propinsi Qasran Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 12 Tahun 1994 tentang Penvelaenggaraan
Angrutan Orang 01 Jalan Dengan Kendaraan Hermotor
Umum di  Propinsl Daerah Tingkat I Jawa Tengah
( Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Tahun 1995 Nomor 13 Seri B Nomor 5 )
2%. Peraturan Daerah Kabupaten Dasrah Tingkat_II Blorg
NOmer & Tahun 1988 tentang Penvidik Pedgawal Negeri
Jipdl 01 Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Blora { Lembaran Caerah Kabupaten Qaerah
Tingkat II Blora Tahun 1788 Nomor 5 Jeri O Nomor
4}).
Dengan persetujuan Dewan Perwaikilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rlora.
HEMUTUSKAN
‘ii Menetapkan @ PERATURAKN  O&ERAM KRASUPATEN DAERAH TINGRAT I1  BLORA
" TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEXK.

BABRB I
KETENTUSN UntUn
Pasal 1

Oalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Xabupaten Dasrah Tingkat II Blora;

b. Pemerintah Gaeran adalah Pemerintah Kabupaten Dasrabh Tingkat I7I
Blora;

C. Repela Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat 11 Blora;

d. Kendaraan bermotor adalah kendaraan vang digerakkan oleh parala-
tan teknik yang berada pada kendaraan itu;

. e. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor vyang <dJdisediakan
- untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

iii T. Angkutan penumpang pedesaan adalah setiap kendaraar umum SENGAn
mobil bus dan atau mobll penumpang umum vang dipergunakan pada
trayek-trayek yang sepenuhnya berada di wilayah daerah.

g- Mobil bus adalah sstiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih
dari & (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk penge-
mudi, baik dengan maupun tanpa perlaengkapan bagasi;

h. Mobil pemumpang adalah setiap kendaraan bermotor vang dilenghka-
P1  sebanyak-banyaknya & (delapan) tempat duduk tidak termasuk
tempat duduk pengemuii, kaik dengan maupun vanpa  perlengkapan
bagasi; ,

1. Mobil penumpang umum adalah mobil penumpang yang dJdisediagkan

untuk dipergunakan cleh umum dengan dipungut bavararn:;

Jj. Mobil barang adalah setiapr kendarsan bermotor sglain sepeda

motor, mobil penumpang, mobil biz dan kendaraan khusus,

k. Perusataan angkutan umum adalah perusahaan vang menyediakan jasa

; angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum dijalan:

! 1. Trayek adalah lintasan kendaraan = umum  untuk #elayanan jasa

i angkutan orang dengan mobii bus, dan atau mobil panumpang umum

Joi vang mempunyvai asal dan tujuzn perjalanan tetap, lintasan tetap

. dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daarah;




m.

p.

)

(z2)

Jaringan Trayvek adalah kumpulan dari travek-travek vang menja-
di saty kesatuan Jaringan pelavanan angkutan penumpang:

Izin Travek adalah pemberian izin untuk mengangkut orang dengan
mobil  bus  dan atau mobll penumpang umum  pada Jaringan travek
dalam wilayah daerah yvang seglanjutnyva disebut angkutzn pedesaan
kepads orang pibadi stau  baden vang diberikan olzh Pemerintah
Daerah;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan komanditer, Perserocan lainnya, Badan Usaha
Milik Hdegara atau Daerah dengan nama dan dalam  bentuk  apapun,
Parsehutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi. Yayvasan atau
Organizasi vang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha
tetap serta bentuk badan usaha lainnva:

Izin iInsidentil adalah pemberian izin wvany digerikan oleh
Pemerintah Daerah kapada perusahaan angkutan vang talah memiliki
1zin trevek untuk mesmpergunakan kendaraan bermotor cadangannya
menyimpang dari izin trayek vang dimilikiz

Kartu pengawasan adalah turunan dari keputusan izin travek bagi
setiap kendaraan vang bersangkutan yang diberikan oleh
Pemerintan Daecah; ‘

Surat  keterangan adalsh 1zin vang diberikan oleh Pemerintah
Oaerah bag? mobil barang untuk mengangkut penumpang umum
Retribusi Izin Trayek vang selanjutnya disebut retribusi adalah
pungutan daerah sebagal penbayaran atas pemberian izin Lravek:;
Wajib Reitribusi adaleh orang pribagi atau bpadan vang menurJt
peratuiran perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakuy~
kan pambayaran retribusi, termasuk pemungut retribusis

surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yvang selanjutnya disingkat
SPTRD  adalah surat vang digunakan olen Wajiix Retribusi untuk
melaporkdn perhitungan dan pembayaran retribusi  vang terutang
menurut Peraturan Daerahy

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnyva disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yvang menentukan besarnya jumlah retribusi
terutang:

Masa Fetribusi adalsh suatu Jangka waktu teirtenty Yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari
Pemerintah 0Oserah:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar yang selanjutnya
disingkat SKROKB adalah Surat Keputusan vang menentukan basarnya
retribusi daerah yvang terutang;

Surat - Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan vang
menentukan tambahan atas jumiah retribusi daeirai vang telah
ditetapkan; '

Surat Tagihan Retribusi Daerah vang selanjutnya disingkat STRO
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi
acministrasi berupa bungs dan atau denda.

BAB II

PERIZINSH
Pasal <

Orang pribadi atau badan vang mengangkut orang dengan mobll bus
dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek harus menda-—
pat izin darl Kepala Daerah.

Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
ditetapkan oleh Kepala Dasrah.




B AR I1I
MAMA, OBYER QAN SUBYEK RETRIBU&I
Pasal 3
Nama Retribusi adalah Retribusi 1zin Trayvek.
Pasal 4
Obvek Retribusi adalah setiap pemberian izin trayek.
Pasal b
Subyek Retribusi adalah orang pribadl atauw badan vanyg memnperoleh
izin trayek.
BaB IV
GOLONGAN RETRIBUSIT
Pasal 6
Retribusi ~Izin Trayak tarﬁasuk Golongan Retribusi Perizinan
Tertentu.
g a&B v
CARA MENGUKUR TiNGKﬁT PENGAUNAAN JASA
Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan Jenis, Jjumlah
dan janghka waktu.
BAB VI

PRINSIP PENETAPAN OAN STRUKTUR
BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip tarip retribusi adalah untuk biava @ administrisi. penerbi-
tan dukeman izin, pemerilksaan, pengawasan dan pengendalian sarta
pembinaan. .

Basal 9
Besarnva tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut:

&. Izin trayek . _

1. Perusahaan angkutan vyvang memiliki mebil bus umun 1 {satu)
sampal dengan 1l (sebglas) bus sebesar Rp. ¢0.000,- (empat
pulubh ribu rupiah): , ' .

2. Perusahaan angkutan vyang. memiliiki mobil bus umun 12 “dia
belas}) sampai dengan 22 (dua puluh cdua) bus sebesar Rp.
75.000 .- (tujuh lima ribu rupiah):

3. Perusahaan angkutan vang memiliki mobil bus umun 23 (dua puluh
tia) sampal dengan 55 (lima puluh lima)} bus sebesar Rp.
150.000,~ (seratus lima puluh);




dairi 55

tima

4. Peirusabaan anghkutan vang mwemiliki mobil bus umum
{lima poluh lima)d bus sebesar Rp. 250,000, Ddua
puluh ribu rupiah):

sahan anghkutan  vang mengusahakan mobll  penumpanag umuam

seposar R, 5,000, fdua pulah Tima ribu oruniahng.

5. Parugs

v, Kartu penaawasan ‘
L. Moll  bus vaerg  dioperasikan Jdengan e ildvanan
gobondr Wp. D000, - (Tima pulun riba rupiah) par

2. Mol s oyang digpeirasikan dergan pelavenan ekonomi
Fere . OG- Laua pulub rabu rupiah) per kandaroaor;

.o oMekil penumpdng umuam o senesar Rp. 150G, - Clima hanam o mib

ruiesah ) per kaendaraah.

C.ountuk memperolsh et ketorangan sebasor Ro. 700000, (ddua pulub
ribu ruplah) per kendaraan.

d. ITaivn  dinsidentill sebesar Bp. 0000, - (sgpulub ribu duplah) pear
ke ndaraan.

ﬁ SRR VIS

Ty DRFE DU RURGET AR DAN WILAYAH PIHUINGLITAM

fasal 10

(L) Pat dpusd dipanout doogan mangounakan SERD ateaw dokumen lain
yano dinarsamaiarn,

23 Pemuangutan retribusi  idak  dapat  dialihikan bepada Finak
ketiga dibhorongkain.

(%) Retribusl  tergtang dalam  masa retribusi. torjads poasa saat
mempacolen  1zin travek.

L4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana Jamaksud Yasal 9 Soraturan

Daerabh ini Jdlsetor ke kas Uaeirah secara inrutbo.

Pasal 11

=
N

Setiap Wallb Retribusi wajibd mengisi 3PTRO.

SPTRD  sebasgaimana dimaksud avat (1) pasal  Ini, diisi dengan
jelas, benar dan  lengkap serta diveangatangani oleh Wajlb
Retribusi atau kuasanva.

~
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]
[
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Bentuk, 13l dan tata caeia pengisian SPTRD ditetapkan oleh kepala
faerah.

Pasal 12
Retribusi dipungut i Wilayah vaerah.
BEAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Kepala Oasrah menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penvetoran retribusi vang terutang paling lama 30 {(tiga puluh)
hari setelah saat terutang.
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SKRD, ‘SKRDKB, SKROKEBT, STRD, Surat Keputusan Penbetulan, ~i’iura\".:
reputusan Keberatan dan Putusan Banaing yang menvebabkan  jumlah
retribusi  yang harus dibavar bertambah, harus dilunaszi dalam
Jangka waktu paling lama L {(zatu) bulan S tanggal
diteirbitkannya.

Kepala Daerab stas permohonan Wajibh Retribusi dagat memberikan
persevujoan kepada Waiib Retribusi WL UK mengangsur atad menunda
pembavaran retribusi dengan dikenakan bunaga sebeosp 2 % {dua
persen setiap bulan.

Tata cara pembayararn, tempat pembavaran, penundaain POemihavaran
retribtusi diatur dongarn Keputusan sepala Daerah.

B AR IX

TATs CARS PERAGTHAM

Pasal Va
Ratribusi vang terutang berdasarvan GRR0D, SKRDER, SKRRDRET, STROU,
Surat  Keputusan Paembetulan, Suyrat Keputusan Keberatan dan
Futusan  Banding vang tidak atauy kurang dibavar olebd Wajib

Ratribusi pada waktunve dapat ditagin denagsn Surstc Makad .,

Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang barlakug.

ReDAL U S
Pasal ik

Penaginan retribusi, radaluwarss setelanh melampaui jangks  walktuy
3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya  ret
kecwali  apabila Wajin Retribusi melakukan  tindak mi
bidany retriousi.

IThisi.,

dana o

'Kadaluwaram penagihan retiripusi sapagaimana Simaks o avat {13

pamal ini, Lertanggun apabila »

a. Uilterdbitkan Surat Teguran dan surat Maksa atau:

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Waiib Retribusi baifk lang-
[UNG maupuin tidai iangsung.

B AR X¥

TATR CARA MUNGHAPUSAN PIUTANG RETRTBUST
YANG KADALUWARSE

Pasal 14

Plutang retribusi yang tidak mungksin ditagih lagl karena has
Untuk melakukan Panaqgihan sudah kadaluwarsa dupat A1 hapus .

Kepala Dasrah nenetapkan Keputusan Penghapusan Fiutang Retribusi
Dacrah  vang sudah kadaluwars- sebsgaimana  Jimaksug avat (1)

pasal ini.

P




3 a0 X1k
SEMR 3T AOMINII T3]
Pasal 17

R RATSLNE: atand

Dalam  hal waiih setriibust vidas

kurang meai.dyair, diksnakoe: sannsl ga gebesar
2 % dus persand sestizp Dolan L Tmrutang  yvang
tiduak atedy Korang bavar dnn ditagit don“du ﬂwﬂquHdLuH STRD.

PELAKRSAMNGSN DS PENOSRWASAN

FPazal 1S

(1) Pelakzanaan teknic atas berlaikunva Paraturan Dnseah inl  dan
paengawasan  atas  pelaksanaan Peratoran Daerah  ditetapkan oleh
capslia Gaerahn.

» ' (2) Kepada  spacay Pelaksana dain Pongeas s Slaan e G i avat
’ () pasal ind, dibovikan bizyva oparasional.  wan dan
. pambagiannva  diatur Halam Surer Kspotusan rarpala  wag &iha

dituanukan datam Anguaran fendapatan dan Belanja Oaars

WNETVENTURN 2§ e

- Foamar 1%

Pelanggaran tarhagap ketantuan-katapntuan aalam Poiracuran Daerah ini,
dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama o (ohn ) bulan ataug
denda paling bapyvaik vempat } oralil Jumian retvripus. Cesiivany.

(1) Pejabat Pegawal Negeri Jnprl Tertentu di lingkungan  Popmerintah
Daerah  dibari SeDatal Semyidis

“owsawenang Khusus by R Lk uRarn

penyicdikan tindehk pidags i Fidang rotribuni :
dimaksnd dalam Undang - uncang Nomor 8 Tahun 1oel
Acara Fidana,

N AGa1mana
ToNesn-y Hukum

21 Wewenanyg Penvidilk selagalmans dinaksud aydan L) awal ind,
adalai:

a. Menerima, mencaci, mnnguRpolikan dan mensd iy Kerorangan  atau
laporan berkenaan dengan ©indak pldana Jdi  bigang r«uf;buui
duerabh  agar keterangan dtau lapoiran tersebut menjad: lepin
lengkap can jeias,

b. Meneliti, mencari dun Mo Lo keiv.nruwn o e il Srong
pribadi atau badan tentang keboparan periouatan Varg
dilakukan sehubunaan dengan tindgak plidana retribusi daerah

G. Meminta keterangan dan barang bukti darii Orang pribadi  atau
badain  sehubungan  dengen tindak pidana oi pilagang retribusi
daerah 2

P




d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. Melakukan penggeledanan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pancatatan dan  dokumen-dokumen lain zerta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidgikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang maninggalkan  ruangan
atay  tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
meneriksa ldentitas orang dan atau  dokumen vang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e:-

h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana oi bidang

- retribusi daerain;
1. rMemanggll  orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagal Ttersangke atau saksi:

J. mMenghentikan penyidikain: o

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidi-
kan tindak pidana di bidang retribusi daerati menurut  hukum
vang berlaku,

G
~

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan

o dimulainya penyidikan dan menvampaikan hasil penyidikannyva

‘!’ kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan vang diatur valam
! Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAaB XVI
KETENTUAN PENUTUR

Pasal 21
(4} Hal-hal vang belum Jdiatur dalam Peraturan Oaerah ini, sepanjang

mengenal  pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut olen wepala
Daerah.

vZ) Peraturan Daaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkain.

Aagar supaya setiap orang dapat mengetahuinva,
pengundangan Paraturan Oaerah ini  dengan
Lembaran Daerah.

mamerintahkan
penempatannya cdalam

Blora
M

ei 1999

Uiltetapkan di




PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT TI BLORA
NOMOR 2 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIRUST IZIN TRAYEK

.o
-

PENJCLASAN  UMUM.

Sezual dengan Undang-undang Nomor % Tahun 1974 tentang
Polkok-pokok Pemerintahan 0i Daerah, Pajak Qaerah dan Retribusi
Dasrah wmerupakan sumber pendapatan daerah, agar daerah dapat
melaksanakan octonominva, yaitu mampu mengurus dan mengatJur rumah
tangganyas sandiri.
sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi
sumber pembiavaan bagi penvelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Jdaserah serta dapat meningkatkan kesejahteraan ma-—
syarakat. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan/landasan hukum
vyang dapat digunakan sebagai pedoman bagi Daerah Tingkat 11
khususnya Pemerintah kKabupaten Daerah Tingkat 11 EBlora dalam hal
pemungutan retribusi.

3ehubungan  dengan telah ditetapkannya Undang-undany
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Fajak Oaerah Dan Retribusi Oaeran,
maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Paiak dan Retribusi
di  Daerah Tingkat 11 perluy disesuaikan dengan Undang~undang
dimaksud.

Gerdasarkan Peraturan Pemerintah Momor 20 Tahun L1997
tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan
dari  Undang-undang Nomor 18 Tahun L9977, Retribusi Izin Trayek
ditatapkan masnjadi salah satu jenis retribusi daerah. Calam
rangka menjamin ketertiban dan pelavanan kepada masyarakat yang
menerlukan/mendapatkan Izin Trayek, diperlukan pengaturan
retribusinya yang dituangkan dalam Paraturan Daeran.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. .

Pasal 1 huruf a s/d - Cukup jelas.
huruf c
Fasal 1 huruf ~ Yang  dimaksud  dengan  peralatan teknik

adalah dapat berupa motor atau peralatan
lainnya vyang bperfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjacdi
tenaga gerak kendaraan yang dairsangkutan.

Pasal 1 nuruf e s/d
huruf o

Cukup jelas.

arx

Pasal L huruf p

3z

Pemberian, 1zin insidentil gimaksudkan
untuk, mengatasi kekurangan angkutan.,
dengan ketentuan jumlah kendairaan cadangan
sebanyak - banyaknya 10 $ (sepuluh parsen)
cdarl seluruh kendaraan vang diberikan izin
trayek.
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Pasal 1

Pasal 1

Pasal i
huiruf v

Namal L

Pazal 1
auruf oz

Pasal 2

HADE

Pasal %

Paseal
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Pasal 7
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huruf g

zx

huruf r

hurud s oe/d

e uf w

ruT o ox o 85/G

s/ Pasal 5 ;
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a/d Fasal v

Cukup jelac.

Pemberlan surat  besrverangan  mchill barang
untuk mengangkut penumpang wnum dimaksud-
ran  karena i  daerabh  terschbut belum
dilavani / terjanghau  angkuban panumpanyg

dmam Jdengan Deaeoh wetds dan teratur.
ukug Jelas.
- RETrIRET vang aembavAaraniny g Jeinian

menqgaunakan SKRO masa retriousinya i
Tsatu) buian.

- Retiribusi YINY P@INSAYET G0 S ngan
mavrgunaian dokumen Lodn yang diparsama-
Kin dengan  SKROD MEE& retribusinya

Naian.

T e lan.

Cukup jelas.

Yang termasuk obyek Retsiousi  melipuetd
he TEINn Travek:

. kartu Pangewasan,

J. Gurat kKeterangan:

4. Tzin Insidentil.

Cukir jelasn.,

Yang dimaksud dengsn  Perizinan  Tertentu
zadalah keglatan tertentu Pemeriptah Daerah
dalam  rangka pemberian 1zin kepada  orang
pribadi atau badan yang dimaksudkan  untuk
sembinaan,  pangaturan, pengendalian  dan
pangawasan atas  Kkegietarn, pemantaatan
Puanyg, L@ngguUnNsan sumber ey a alam,
bairany, prasarana, sarana atau  fasilitcas
tartentu guna malinduned Kepoontingan  winum
gain meEnjaga kelestarian Jingiungain.

Yang dimaksud janghka waktu adalah  jangka

waktu  masa berlakunya i:in waitu .

- Txin  tiravek  Jaingka  wakio e iakunva
adaldain & {lima) tanun dain dapet diperba-
harui;

K&irtu pengawasan Jaigka waikeu barlakunya
adalah 1 (satu) tahun dan Jdapat dipeirba-
harui ;

Surat keterangan jangka waktu berlakuiva
aaalan L {satu) tabun dan Jdapat diperba-
TR i

Ledn dnsidentil jangika wakiu  bherlakunva
paling lama L4 (empat belao) nari  dan
tidak dapat diperpanjang ilaqai.

Cuitup jJelas. ,




Pasal 10 avat (L)

Pasal 10 avat (23

Pasal 1v avat (3)
s/a avat (4)
Pasal 11

avat (1)

Pasal 11
s/¢ avat

vat (
(3)

s/d
avat
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/o Pasal 1z
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7 pasal 1é
nuraf a

ayat

o nuruf b
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Jaln yang
Bareis,
nota

e ngar
antaira lain
langgansn

gimakaud
Gipersamakan
Kupon, kartu
perhltungan.

TaNg

dapaf
‘” Craen
gapat
MNa&mun
bahwe
'} &OSAnRa
mE ] e

Y RN Gimaksud dengan Tidmk
diborongkan  adelah babhwe  selurub
kegiatan penungutan retribusi tidan
diserankan kepada pihak keliga .
dalam pengertian Lni bukan borartl
Pemaerintan Daerah tidak dapat

IREeA A
GETIIAT

m@ngan plnaik ketiga. Oengan &)
A gdalam  proses  penungubon o Bbhudsi,
Premerintah ODaerah  dapeil aheia Sama

Karsina
Untuic
AR UG L
=Tieien.
tidak
patiga

Y(HHJ
" 14(3

dengan badan-badan
profesionaliamanya
Thut melaksanakan se
Lar daniz retiribuci
regiatan  pemungutan raetri
Japat  Jdikaerjasamakan de
ardaha kaaiatan ey i L TG ESHEITIVA
retribhusi terutang, Dengawassan panyetoran
ratriusi dan ponagilhan retribusi.

LErtaenty
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Tawalk

21 yarnd
0l heak

ke Jelas.

SPTRO berlaku
maenggunakan
erah secars
beriangga-

kawu)‘bdn untuk menaisi
T Wedilh retribuszi  vang
pelavanan pemerintah ue
menErun, perlodii dan
mizal o Dbulanan, tdahunan,

tepus

Nl

- Fagl Wajib Refrihuﬂi VENG maEnerima  Jjasa
pelavanan  sacara lapgsupag dan tidak
pariodik, tldak diwajibkan untuk mangisi
SPTRO dan  ecembayaran retribusi  dapat
menggunakan karcis dan dokumesn lain.

Cukup jelas.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran,
Radaluwarsa penagd han aibitunyg
cangasl  penvampaian surat Teouran
b,

sejak

terse-

- Yang dimaksucd dengen  pengakuan utandg
retribus]  secsara langsung adalab Walib
Retribusl dengan kesadarannva maenvatakéan
maszih  mempunval  utang retribusi g
e lum melunasinya kKepadae Pemerintah
Daarah.

pangakuan wtang
adalah Wajib
nvata-nyata

ia mengakuil
retribusi kapada

dimaksud dengan
tidak langoung
tidak SQCara
langsung menvatakan bahwa
mempunyai utang
Pemerintah Qaerah.

- Yang
O waesara

Retribusi




Pasal 17 s/d Pasal 20: Cukup jelas. ...
ayat (2) »
Pasal 20 ayvat (3) » Yang dimaksud dengan menvampaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut  Umum
adalah menverahikan hasil penyidikan
kepada Penuntut Umum melaluil Penvidik
Polri.

Pasal 21 » Cukup Jelas.




